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ABSTRAK

Sangat disadari bahwa tiada satupun manusia vang hisa lepas dan prediker
sehagai konsumen, baik itu dalam hal mengkonsumsi stau mengeunakan barang
ataupun jasa. Semua ini lelah berlangsung sejuk manusia hidup dalam kandungan
sampad akhir bidepnyva, Namun sangat disayvanpgkan keheradsan serts pencgakan
daripada hak-hak konsumen di Indonesia belum sepenuhnya dapat diterapkan dengan
baik. Dengan telah banyaknya terjadi kasus-kasus vang merugikan kepentingan
konsumen yang disebabkan karena lemahnva posisi konsumen dalam menuntut hak-
haknya, Konsumen schagal pemakal tinghkar akhir telah banvak dirugikan olch pelaku
usafia, klan merupakan wadsh pelake vsaha dalam memasarkan produknya, dinilai
cenderung banvak vang menvimpang dan menghilangkan hak-hak masyvarakat sebagai
konsumen.  Penelitisn  ini dilakukan dengan metode wuridis  sosiologis  yaile
pendekatan yang dilakukan di samping menggunakan literatur atau kepustakaan juga
melakukan penelitian ke lapangan. dimana terlebih dahulu melibat dan mengkaji teori
dan ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian membandingkannya dengan apa
vang terjadi di lapangan ataw di tengah masvarakat. Hasil penelitian ini menunjukan
bahwa, bentuk perlindunpan  hukum  vang diberikan oleh pemerintah  kepada
sonsumen terkait iklan vang merugikan konsumen terdapat dalam ketentuan pada
Pasal 1% Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 teatang Perlindungan Konsumen
vaitu herupa kompensasi atau panti rugi berupa pengembalian vang atau penggantian
barang dan/atau jasa yang dilaksanakan dalam terggang waktu 7 {tujuh) hari setelah
tanggal transaksi, pemberian ganti rugi ini tidak mengahapuskan kemungkinan adanya
tusitutan  pidana  berdasarkan  pembuktian lebibh  lanjut mengensi adanya unsur
Kesalahan, Selain ilu, pelanggaran terhadap Pasal 19 tersebur dapal dikenai sanksi
administratit’ berupa penetapan zanti rugi paling banyak Rp, 20000000.000,00, Selain
ity, pengaturas tenlang periklanan ini juga diator dalam Pasal 3 hurof (i) dan Pasal 21
Ayat (2) huruf (2) dan (b} UL tentang Penviaran, Bentuk perlindungan hukumnya
terdapat dalam Pasal 35 Ayat (2) ULl Penyiaran. Kemudian, dalam perlindungan
hukum tersebut, ditemui kendala-kendala terkait iklan vang menipu. Konsumen
schapai pemakai tingkat akhir lebih bersikap masa bodoh dan cuek terbadap
pelanggaran hak-haknya sshagni konsumen, hal ini karena kurangnya sosialisasi dari
pemerintah kepads konsumen terbadap perlindungan konsumen dan menyvebabkan
pemerintab sulit untuk menyikapi permasalahan iklan vang merugikan ini. Kemudian
peraturan perundang-undangan yang ada saat ini seperti Undang-Undang Nomor 32
l'ahun 2002 tentang  Penvieran dan Undang-Undang Nomer & Tahun 1999 tenang
Perlindungan Konsumen, belum mengakomodasikan semua kepentingan konsumen
sehingga menyebabkan peraturan  perundang-undangan vang mengatur  tentang
kepentingan konsumen saat ini, hanya jalan di tempat dan bersifar kurang efekiif
dalam pencrapannya di kehidupan sehari-hari.



BABI1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi vang tumbuh dan berkembang di - masvarakat
belakangan imi  hanyak menimbulkan  persepsi vang  beragam.  Masvarakat
mengangoap suatu perkembanpan tersebut sebagal scbuah kemajuan vang dapat
meningkatkan taraf serta demajat hidupnya tanpa berpikir efek dan imbas dar
perkembangan itu sendiri. Masyarakat disini diposisikan sebapai sebuah media bagi
para komunitas pengusaha untuk memup keuntungan vang berlipat panda tanpa
menghirackan ketentuan vang ada sebelumnya serta membuat masyarakat tersebur
terpedaya dengan segala iming-iming serta janji-janji yang ditawarkan para pelaku
usaha dengan produknya vang ternyata tidak sesual dengan keadazn yang sebenarnya.

Perlindungan atas kepentingan konsumen diperlukan mengingat kenyataan
babwa pada umumnoya para kensumen selalu berada dipihak yang dirugikan. Begita
banyak dapat dibaca berita yang mengungkapkan perbustan curang produsen yang
menimbulkan kenggian bagt konsumen seperti makanan dan minuman yang tidak
memenuhl standar moty dan @17 pangan, serta makanan vang kadaluwarsa, fasilitas
perumahan,  dan  lain sebagainva.  Eenvataan  schari-hao  kensumen  selalu
menangeung akibat adanya ketidak jujuran informasi vang berkenzan demgean
wangoungjawab produsen kepada konsumen yang sepatutnya  diperhatikan oleh

Eonsumen.



Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Mo, § Tabun 1999
vang lelah lama dipanti-nantikan ini dapal menjadi landasan vang kuat bagi
pemerintzh, lembaga perlindungan konsumen maupun lembaga swadaya masvarakat
lsinnya serta kalangan perguruan tinggi dalam memberikan informasi hokum untk
memberdayakan konsumen melalui pembinzan, pendidikan konsumen, penyuluhan
can sehagaimya.

Salah satu cara produsen untuk menarik minat konswmen dalam mengrunakan
produk yang dimilikinya adalah melahd iklan, Melalui media iklan inilah disebutkan
kzraktenstik dan keunggulan dari produk barang atau jasa yvang ditawarkan, Disinilah
awal munculnya permasalahan, yaitu szat pelako usaha membuat sebuah iklan vang
disajikan tanpa memberikan seluruh informasi mengenai produk barang alau jasa
vang bersangkutan, sehingga menimbulkan kesalahan dalam menerima informasi
tapl konsumen dan kosumen merasa tertipu dan dirugikan,

Banyaknya pengaduan dan keluhan konsumen baik terhadap babasa ikian
»#ng digunakan perusahaan telepon seluler tertentu vang tidak sesuvai dengan fakta,
juga terbadap layvanan penyelenggara lelekomunikasi operator layanan seluller, vang
telzh menimbulkan beragam opini, Intinya, konsumen belum diperlakukan secam
layak dan benar, babkan ada kecenderungan mempermainkan konsumen.

Terlepas dari kesan dan opini yang berkembang di tengabh masyarakat,
raklanya banvak perusshaan seluller belum bertangpungjawab dan cenderung

memperlakukan konsumen sebatas obyvek keunlungan ketimbang mitra usaha.



Secara vuridis, pelanggarzn hak-hak konsumen menurut Pasal 4 UL Nomer 8

tabunl 9% tentang Perlindungan Konsumen selidaknya bisa dibagi ke dalam 4

{empat) hak, waitu :

1.

b

Hak wuntuk mendapatkan jaminan  kenvamanan dan  keamanan
mengkansumsi lavanan operator, contoh pelanggaman jenis ini ialah
pemblokiran septhak oleh aperator maupun keterbatasan kualitas dan
jaringan, yang sebelumnyva (lewat promosi) telah dijamin keandalannya.
Hak untuk memperoleh pelayvanan dan informasi vang benar, jelas dan
Jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa vang ditawarkan. Keluhan
pelanggan scluller vang pulsanya terkuras habis tanpa disadari, para-zara
mengikuti fayanan push SMS comtenr provider atau operator, misalnya,
merupakan contoh konkrit dalam mengenyampingkan hak-hak konsumen,
konsumen tidak mengetahui kalau layanan push SMS adalah layanan
berlangganan karena vang mereka ketahui pulsanya habis begitu saja pada
saal menenma sMS dad penyediz lavanan, pulsanya langsung dipotong
bahkan dengan tarf premium. Sememara itu, uniuk menghentikan layanan
terselut, mereka pun tidak mengetabui bapaimana camnya, karcna
penyedia layanan tidak memberikan informasi lengkap.

Hak pengpuna seluller atas informasi vang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan lavanan wvang ditawarkan perusshaan seluler.
Pelanggaran jenis ini bersujud berapam promosi atau penawaran layanan
vang dalam pelaksananya, baik disengaja atau tidak, telah mengabaikan
hak-hak konsumen kerena program tersebut tidak diserlai dengan rincian
informasi secara detall seperti jam penggunaan program dan teknis
perhitungan pulsa. Akibatnya, banyak pelanggan yang pulsanva habis
lanpa 1ahu penyebabova. sehingga mendorong mereka mengajukan
fugatan.

Hak konsumen untuk dilavani secara bepar serta didengar pendapat dan
keluhannya alas jasa vang digunakannya, contoh pelanggaran ini dapat
dilihat dari tingginya keluhan pemakai seluler terhadap pelayanan petugas
operator yang lamban dan seningkali tidak bersahabat, pada saat pelanggan
menanyvakan atan meminta informasi.

Dan  fakta hokum  tersebut,  jelas pihak  perusahaan  seluller  tidak

bertanggungjawsb dan iclah melanggar hak-hak yang dimiliki konsumen. Apalagi

rerjadinya fukta tersebut dipicu pula dengan banyaknva masyvarakat pengguna jasa

perusahanaan seluller belum memiliki budava korektif yang mengkrtisinya serta
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ketidaktahuan  pengguna jasa  seluller kepada sizpa harus mengadu  atan
mengkomplainnya jika ia dirugikan, atan malah penpruna jasa karena tidak mau
ruwet dan susah, lebih baik bersikap apatis dan masa bodo saja terhadap apa vang
terjadi,

Keengganan pibak perusahasn  seluller unmk berhenti mempraktekkan
berbagai peritaku vang merugikan hak-hak konsumen, pada gilirannya mereka akan
ditinggalkan pelanggannya juga, Perusahaan bersangkulan cepat atau lambatr akan
menghadapi berbagai jenis gugatan ganti kerugian secara perdata dan‘atau dapat
ditkenakan ancaman tuntutan pidana 5 (lima) tahun penjara atau denda maksimal dea
milyar rupiah, danfatau ditambah dengan sanksi tambahan berupa pencabutan izin
usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan 63 UU Nemor § tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen,

Seperti vang kita ketahui, sckarang sedang zamannya operator sellular
menawarkan warif yang sangat murah yaitu Rp O, /menitnya. Tarif per menit Rp.0,1
sudah muncul,dan sekarang muncul lagi tarf barm Rp.0,01/menit tetapi, ita semua
retap saja berlaku setelah menit ke sekian. Sepak terjang operator vang sangat gigih
ttu sudah tidak etis lagi, Dan kita lah yang menjadi Korban dari semua itu.

Ada beberapa catatan suram terkait tarif promosi yang di iklankan, misalnya
ceberapa wakip lalu operator beramai-ramal menawarkan tanf per detik. Sepintas
memang terlihat lebih mursh, namun setelah dihitung-hitung tarifoya ternyata
jztubmya lebih mahal. Kini mereka menggulirkan tarif nol-koma-nol-koma dan hisa

ditcbak apa yang disembunyikan operator di balik iklan manis mereka, Lain di iklan,



lain pula pada kenyataannya. Hasilnva bisa ditebak, Banyak konsumen teriarik dan
berpindah operator. Namun akhirnva barulah mereka sadar, bahwa tanif vang
dibebankan tetap saja mabal. Dan Lagi-lagi kita lah vang menjadi korban,

Bika dianalisa, contoh iklan vang tersebut diatas merupakan pembodohan dan
pelecehan intelektual masyarakat, Iklan jenis ini masuk koalifikasi iklan vang
menyesalkan yang dapat dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 8 avat (1) hurat (f)
dan Pasal 9 dari U1} No ¥ tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

Dari apa yang diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk melihat lebih
jauh bentuk perlindungan yang diberikan terhadap konsumen khususnyva di Kota
Padang scbagai akibat dari bermunculannya iklan vang menawarkan herbagai produk
barang danfstau jasa schingga masyarakat menjadi terpengaruh dan babkan bisa
dikatakan sebapai korban iklan, vang pada akbirnya tanpa disadari sebelumnya oleh
konsumen, iklan tersebut telabh merugikan konsumen atau bisa dikatakan konsomen
tertipu oleh iklan vang ditawarkan oleh produsen. Hasil penelitian ini akan penulis
tulis dalam bentuk skripsi vang di beri judul "BENTUK PERLINDUNGAN
HUKLUM KEPADA KONSUMEN TERHADAFP IKLAN TARIF OPERATOR
TELEPON SELULLER DM KOTA PADANG DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"

B. Perumusan Masalah

Adapun vang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ind dapat penulis

rumuskan sebagal berikuot
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BAR I

HASIL DAN PEMBAHASAN
l.  Bentuk Perlindungan Hulkum Yang Diberikan Oleh Pemerintah Kepada
Konsumen Terkait Iklan Tarif Operator Telepon Seluller Yang Merugilan

Konsumen

Perlindungan hukum adalah sebuah sistem vang akan meliputi berbagai
komponen schagai subsistem. termasuk penegak hukum itu sendiri. Perpeseran i
juga akan memungkinkan meninjau secarn lebih meluas mengenai fenomena dan
persoalan penegakan perlindungan hukum kita. Suvatu keadaan obyektif yvang tidak
perlu disembunyikan atau ditutupi vaitu masih banyak keluhan mengenai pelaksanaan
penegakan hukum dalam permasalaban yang dibhadapi kensumen. Keluhan tidak
hanya dari pencari keadilan yang terlibat yanp berkepentingan atas sualu persoalan
hukum konkrit. melainkan masyarakat pada umumnya sebagai konsumen, atau dari
mereka yang menempatkan dirl sebagal jury bicara pencari keadilan atau masyarakan,
Mamun sorotan terhadap keadaan wvang obyektif terscbut seringkall juga tidak
memuaskan dalam upaya pemecahan masalah, karena pemahaman-pemahaman yang
diberikan terhadap perlindungan  hukum  kuranpg  tepat atou kurang  Jengkap

dikarenakan oleh heberapa fakior, (Bagir Manan, 2005:25),
Fenomena penegakan hukum bukan semata mata  berkaitan dengan sengketa
atau pelanggaran hukum. Tidak kalah penting adalah persoalan (sistem) pelavanan
hukum. Birokrasi vang berbelit belit, birokrasi yang tidak bersih justru merupakan

garda depan dalam berbagai perscalan hukum vang dihadapi, Semua aspek vang

f
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dikemukakan rtersebut ditambah aspek-aspek lain, perlu mendapat pengamatan
sistematik dan terintegrasi yang akan lebibh mencerminkan fenomena penegakan
hukum, vang sekaligus akan menjadi landasan yang lebih kuat. kokoh dan dalam
upaya membangun sistern penegakan dan pelayanan hukum yang benar, adil atau
memuaskan.

D4 Indonesia. posisi konsumen semakin rumit karena tidak hanva herinteraksi
dengan produsen, tetapl juga dengan negara dan masyarakat global. Pilithan atas
barang dan jasa vang hendak dikonsumsi ternvata tidak sckadar ditentukan aleh
mekanisme pasar, tetapi juga olch kebijakan pemerintah dan ketergantungan bangsa
ini terhadap berbagai lembaga internasional.

Salah satu permasalahan yang sedang dihadapi sekarang ini adalah tentang
iklan tarif operator telepon seluller yang menyesatkan dan merugikan konsumen.
IDimana  terdapatnva  ketidakterbukasn  dan  pelangparan atas  ketidaknyamanan
nasyarakal habkan menimbulkan kerugian bagi masyarakal itu sendird. Iklan vang
merupakan wadah pelaku usaha dalam menawarkan barang danfatau jasanva saat ini
telah keluar dari etika serta tujuan dari iklan teesebut dan hal ini lah vang meresahkan
masyvarakat sebagai konsumen.

Maraknva iklan tanf’ operator telepon seluller belakangan ini, banvak
renimbulkan polemik di masyarakat Khususnya di Kota Padang. Masvarakat sebagai
wonsumen merasakan efek atau dampak dari scbuah permainan kata-kata si pelaku

asaha vang mana sangat berbeda jauh dari kenyataannya,



A,

BAR IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Dart uraian hasil penelitian dan pembahasan atas bentuk perlindungan hukum

kepada konsumen terhadap iklan tarif operator telepon seluller di Kota Padang

ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Kensumen, maka szcara garis besar dapat

disimpulkan sebagai berikut ;

2.

Benruk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap iklan
vang merugikan konsumen vaitu berepa kempensasi ganti kerugian herupa
pengembalian wang atan penggantian barang dan/atau jasa vang sejenis vang
dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (mujuby) hari ser=lah transaksi.Pasal 19
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen), Kemudian, pelako  usaha
periklanan juga bertanggung jawab atas iklan vang diproduksinya vang
ditimbulkan oleh iklan tersebut, Selain iy, Undang-Undang Perlindungan
Konsumen juga mengatur tentang sanksi administranif vang diberikan kepada
pelaku usaha yvang di tuangkan dalam Pasal 60 Ayat (2) berupa penetapan
ganti rugi paling banyak Rp. 200,000,000,00 {dua ratus jua rupiah).
Kendala vang dihadapi dalam perlindungan hukum kepada konsumen terkait
iklan yang merugikan konsumen berasal dar 3 (tiga) kemponen, yaita
1. Masyarakat danfatau konsumen

Masvarakat sebagai konsumen khususnya i Eola Padang scolah-olah

menggunakan prinsip tidak mau tau ataw bersikap cusk tentang pentingnya

Ly
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perlindungan kensumen ini. Hal ini menjadi kendala bagi badan atau
lembaga perlindungan konsumen wnuk mengaplikasikan UUPK i
sendiri dalam prakiek kehidupan sehari-hari, Femungkinan masyarakat
lebih memilih memendam dan atau membiarkan segala hal atan bentuk
kecurangan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha, mereka bersmggapan,
sumua it hanya buang-buang wakio saja dan memilih pindah ke operator
telepon  seluller lain dengan hampan  mendapatkan pelayanan  dan
kepuasan  yang lebih  baik. Untuk  menphindar  keranewan  dalam
mengaplikasikan UL PK ini kepada konsumen. dibarapkan kepada pihak
pemerintah melalui badan/lembaga-lembaga  perlindungan  konsumen
untuk melakukan sosialisasi tentang hukum perlindungan konsumen ini,
serli - memberikan - pembinaan  dan pendidikan  konsumen  kepada
masvarakat dalam rangka menciplakan masyarakat vang kritis dan dan
cerdas.

P'elaku Usaha

Tekanan dari pibak perusahaan ataw para pemegang saham vang ingin
menjadikan operatornya sebagai unggulan dari semua operataor lainnya
dan meraup keuntungan vang schesar-besarmva, hal ini menjadikan
mereka serba salah dalam menanggapl kasus atau pelangparan vang
terjuddi, Mereka menyadari. bahwa ada beberapa kelemahan dari produk

vang mercka tawarkan, tetapi ity semua berujung dari schuab politik

N
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